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ABSTRAK

Perbankan merupakan sektor perusahaan yang memiliki risiko
keuangan atas instrument keuangan yang tinggi sehingga diperlukan
pengungkapan informasi risiko yang lengkap dan transparan guna
meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji peran keberadaan dewan komisaris dan komite
audit terhadap kepatuhan pengungkapan risiko atas instrument
keuangan di sektor perbankan umum di Indonesia. Peneltian ini
menggunakan 46 perbankan umum non syariah yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan
jumlah dewan komisaris dan komite audit sebagai ukuran variabel
dewan komisaris dan komite audit, peneltiian ini menggunakan index
pengungkapan risiko keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 107.
Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier
berganda. Hasil peneltiain membuktikan secara empiris keberadaan
dewan komisaris dan komite audit dapat mempengaruhi secara
signifikan tingkat pengungkapan risiko keuangan pada instrument
keuangan pada perbankan umum di Indonesia sehingga dapat
disimpulkan peran pengawasan komite audit dan dewan komisaris
mampu memperkuat kepatuhan manajemen terhadap ketetapan standar
akuntansi menurut PSAK yang berlaku di Indonesia.

Banking is a sector characterized by high financial risk associated with
financial instruments. The objective of this study is to examine the role
of the board of commissioners and the audit committee in compliance
with risk disclosure related to financial instruments in the general
banking sector in Indonesia. This research utilizes a sample of 46 non-
Islamic commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange from
2021 to 2023. The study employs the number of board of commissioners
and audit committee members as measures for these variables, and it
utilizes a financial risk disclosure index developed based on PSAK 107.
To test the research hypotheses, multiple linear regression analysis is
employed. The findings empirically demonstrate that the presence of the
board of commissioners and the audit committee significantly influences
the level of financial risk disclosure regarding financial instruments in
general banking in Indonesia. Therefore, it can be concluded that the
oversight role of the audit committee and the board of commissioners
strengthens management's compliance with accounting standards as
stipulated by the applicable PSAK in Indonesia.
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I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sektor keuangan penting dalam industry keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur modal dan pengelolaan risiko dari pelaku ekonomi yang
menjadi kunci dalam perekonomian suatu negara (Rahayu et al., 2024). Perbankan
dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan menggunakan berbagai
instrument keuangan seperti kredit, obligasi dan derivative untuk mengelola dan
mengendalikan risiko kredit, likuiditas dan pasar (Capizzi et al., 2023). Instrument
keuangan memiliki risiko terjadinya penurunan nilai yang cukup besar yang diakibatkan
beberapa risiko meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, perubahan
kurs dan risiko perubahan harga (Fatouros et al., 2023). Tindakan pengelolaan ini sangat
penting bagi sektor perbankan sebagai salah satu upaya untuk memitigasi segala
guncangan perekonomian yang menimpa baik secara mikro dan makro yang berasal dari
dalam dan luar negeri (Agénor, 2024). Pentingnya peran instrument keuangan serta
tindakan pengelolaan risiko ini menyebabkan perbankan perlu untuk memberikan
pengungkapan informasi terutama bagi para pemangku kepentingan.

Di Indonesia terdapat standar praktik pengungkapan informasi mengenai risiko
instrumen keuangan diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
nomor 107 paragraf 33 sampai 40, yang diungkapkan secara kuantitatif dan secara
kualitatif. Adapun pengungkapan risiko instrumen keuangan yang diinstruksikan
menurut PSAK 107 vyaitu; risiko kredit, risiko likuiditas, Risiko pasar (kurs), risiko
pasar (suku bunga), risiko pasar (harga). Pentingnya informasi keuangan yang
terkandung dalam laporan keuangan menyebabkan perlunya transparansi serta penyajian
data informasi yang terpacaya dan terukur secara handal sehingga kepercayaan investor
menjadi semakin meningkat (Yoro, 2024). Dalam studi oleh Bhullar et al., (2024)
dijelaskan bahwa pengungkapan faktor risiko di sektor keuangan dan non-keuangan
dalam prospektus IPO secara signifikan mempengaruhi underpricing saham.
Pengungkapan risiko yang memadai mengurangi ketidakpastian investor, yang
mengarah pada peningkatan transparansi dan pengurangan kesenjangan informasi antara
perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, studi lain oleh (Zhong et
al.,, 2024) menemukan bahwa transparansi rantai pasokan, yang mencakup
pengungkapan risiko keuangan, secara signifikan mengurangi risiko kejatuhan harga
saham, menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat melindungi
investor dari potensi kerugian.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta
transaparansi atas pengungkapan risiko diperlukan mekanisme pengawasan dan control
yaitu dengan keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan. Factor tata kelola
perusahaan yang baik, seperti dijelaskan dalam literatur tentang perbankan modern, juga
berperan penting dalam memastikan bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara
transparan dan sesuai standar yang berlaku (Murayr, 2023). Selain itu beberapa
penelitian Al Maghzom et al (2016) dimana mempelajari factor yang mempengaruhi
pengungkapan secara sukarela risiko keuangan dengan menganalisis pengaruh tata
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kelola perusahaan serta karakteristik demografi top manajemen sebagai factor yang
mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan di sektor perbankan di
negara Arab Saudi. Secra empiris penelitiannya membuktikan bahwa mekanisme tata
kelola perusahaan kepemilikan manajerimal, komite audit, ukuran dewan direksi serta
karakteristik demografi gender merupakan determintant utama perusahaan perbankan di
Negara Arab Saudi untuk mengungkapkan informasi risiko keuangan secara sukarela.
Dilanjutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bufarwa et al. (2020) yang
mengeksplorasi faktor penngungkapan risiko keuangan yang membuktikan bahwa
mekanisme Tata Kelola perusahaan meliputi pemisahan kepemilikan dan diversifikasi
gender dewan eksekutif memiliki effect positif pada pengungkapan risiko keuangan di
sektor industrial yang terdaftar di London Stock Exchange

Peneltiain penelitian sebelumnya telah mencoba menjelaskan bahwa mekanisme
tata kelola perusahaan terutama keberadaan dewan komisaris dan komite audit
merupakan mekanisme yang penting yang mempengaruhi luas dan kepatuhan
pengungkapan risiko keuangan namun masih ada keterbatasan dalam penelitian-
penelitian tersebut, seperti kurangnya perhatian pada perbedaan geografis yang dapat
mempengaruhi pengungkapan risiko keuangan. Perlunya penelitian lebih lanjut yang
menggabungkan analisis lintas negara untuk memahami variasi pengaruh tata kelola
perusahaan terhadap pengungkapan risiko keuangan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan
khususnya dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi luas pengungkapan
dengan mencoba melakukan studi empiris pada perusahaan perbankan di Indoenesai.
Meski banyak perusahaan perbankan di Indonesia yang telah berupaya mengungkapkan
risiko keuangan, terdapat perbedaan luas pengungkapan di antara mereka. Terutama
peran mekanisme tata kelola perusahaan belum dipahami secara menyeluruh dalam
konteks pengungkapan risiko keuangan di sektor perbankan Indonesia Penelitian ini
akan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui keberadaan
dewan komisaris serta komite audit terhadap luas pengungkapan risiko keuangan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Indonesia.

Fokus ini penting karena perbankan adalah sektor vital dalam perekonomian
yang sangat bergantung pada pengelolaan dan pengungkapan risiko, sejalan dengan
pandangan dalam literatur bahwa instrumen keuangan memegang peran kunci dalam
operasi bank dan penilaian risiko. Dengan mengaitkan pentingnya industri perbankan
dalam ekonomi serta peran instrumen keuangan dengan pengungkapan risiko, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan baik dari sisi teori maupun
praktik untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan risiko keuangan

Il. KAJIAN PUSTAKA
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Literatur Review Pengungkapan Risiko Keuangan

Perbankan merupakan perusahaan yang memiliki komposisi aset keuangan yang
mendominasi sehingga terdapat risiko — risiko keuangan yang perlu di ungkapkan
kepada pihak berkepentingan (Agénor, 2024). Namun berdasarkan pada Agensi teori
jansen and meckling (1976) menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki akses lebih
terhadap informasi mengenai perusahaan atau hal ini disebut sebagai asimetri infromasi.
dengan demikian perlu adanya mekanisme regulasi pengungkapan secara full disclosure
terkait risiko risiko keuangan agar dapat mengurangi asimetri informasi yang dimiliki
manajemen.

Hingga saat ini penelitian mengenai pengungkapan risiko keuangan pada
instrument keuangan yang telah dilakukan mencakup dua lingkup tema penelitian yaitu;
mengenai dampak serta kualitas dari pengungkapan risiko keuangan dan praktik
pengungkapan informasi risiko keuangan. Heinle & Smith, (2017) melakukan
penelitian yang berfokus pada bagaimana pengungkapan informasi risiko oleh
perusahaan mempengaruhi harga saham, biaya modal, dan perilaku perusahaan dalam
menghadapi ketidakpastian terkait arus kas. Hasil penelitian menunjukan pengungkapan
risiko dapat menurunkan biaya modal perusahaan dengan mengurangi premi
ketidakpastian serta hasil penelitian juga menunjukanperusahaan cenderung
mengumpulkan dan mengungkapkan lebih banyak informasi risiko ketika risiko arus
kas mereka lebih tinggi dari yang diharapkan. (Lobo et al., 2019) menguji dampak
kualitas pengungkapan risiko pasar yang diwajibkan oleh U.S. Securities and Exchange
Commission melalui Financial Reporting Release No. 48 (FRR No. 48) terhadap
efektivitas manajemen risiko dimana hasil penelitiannya membuktikan modifikasi
pengungkapan risiko yang lebih tinggi dari yang diharapkan berkorelasi dengan
penurunan volatilitas arus kas di masa depan.

Thai & Birt (2019) meneliti relevansi nilai dari pengungkapan risiko terkait
instrument keuangan pada aset keuangan di perusahaan sektor pertambangan di
Australia. Pengukuran pengungukapan informasi risko keuangan disusun menggunakan
index pengungkapan yang diatur oleh standard AASB 7 mengenai instrument keuangan.
Peneltiain menggunakan model ohlson (1995) yang dimodifikasi sebagai model analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan pengungkapan informasi risiko
instrumen keuangan di laporan keuangan memiliki nilai relevansi bagi investor di sektor
pertambangan di pasar modal, hal ini menunjukan bahwa investor menggunakan
informasi risiko instrumen keuangan di laporan keuangan dalam proses pengambilan
keputusan terkait instrument keuangan yang dibuktikan dengan adanya hubungan
pengaruh dari tingkat pengungkapan informasi terhadap reaksi pasar saham perusahaan
di sektor pertambangan di Australia. Penelitian ini juga menunjukan bahwa investor
banyak memfokuskan pada pengungkapan informasi risiko instrumen keuangan pada
risiko likuiditas yang terkandung dalam instrument keuangan. Namun terdapat
penelitian yang memiliki hasil yang berbeda yang menunjukan bahwa informasi risiko
instrumen keuangan di laporan keuangan tidak relevan dengan keputusan investor di
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pasar modal, hal ini telah dibuktikan melalui penelitian Menezes da Costa Neto et al
(2023) di industry keuangan di sektor perbankan negara Brazil.

Saat ini penelitian mengenai praktik pengungkapan risiko keuangan telah
dilakukan oleh (Al Maghzom et al., 2016) dimana mempelajari factor yang
mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan dengan menganalisis
pengaruh tata kelola perusahaan serta karakteristik demografi top manajemen sebagai
factor yang mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan di sektor
perbankan di negara Arab Saudi. Secra empiris penelitiannya membuktikan bahwa
mekanisme tata kelola perusahaan kepemilikan manajerimal, komite audit, ukuran
dewan direksi serta karakteristik demografi gender merupakan determintant utama
perusahaan perbankan di Negara Arab Saudi untuk mengungkapkan informasi risiko
keuangan secara sukarela. Dilanjutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bufarwa et
al., 2020) yang mengeksplorasi faktor penngungkapan risiko keuangan yang
membuktikan bahwa mekanisme Tata Kelola perusahaan meliputi pemisahan
kepemilikan dan diversifikasi gender dewan eksekutif memiliki effect positif pada
pengungkapan risiko keuangan di sektor industrial yang terdaftar di London Stock
Exchange. Selain itu pengungkapan sukarela risiko keuangan juga dipengaruhi oleh
kondisi keuangan perusahaan yaitu biaya modal dan kinerja keuangan yang diteliti oleh
Nahar et al (2016) di sektor perbankan Bangladesh.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (107)

Almunawwaroh & Setiawan (2023) menjelaskan praktik pengungkapan risiko
keuangan merupakan tindakan mengungkapkan informasi material secara transparan
terkait risiko risiko instrumen keuangan yang dihadapi perusahaan atau entitas termasuk
juga menjelaskan bagaimana risiko risiko ini mungkin dapat terjadi, dampaknya pada
kinerja keuangan perusahaan dimasa depan dan bagaimana langkah langkah mitigasi
yang diterapkan oleh perusahaan. Fatouros et al. (2023) mengungkapkan dalam praktik
pengungkapan risiko keuangan meliputi beberapa pengungkapan informai mengenai
risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas dimana risiko ini merupakan
contoh risiko yang penting dan relevan bagi keputusan para shareholder.

Di Indonesia praktik pengungkapan informasi mengenai risiko instrumen
keuangan diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107
paragraf 33 sampai 40, yang diungkapkan secara kuantitatif dan secara kualitatif.
Adapun pengungkapan risiko instrumen keuangan yang diinstruksikan menurut PSAK
107 yaitu; risiko kredit, risiko likuiditas, Risiko pasar (kurs), risiko pasar (suku bunga),
risiko pasar (harga). Bagi perusahaan perbankan Indonesia mematuhi PSAK 107
merupakan suatu kewajiban atau mandatory terutama bagi perusahaan perbankan yang
telah go public, meskipun pada praktinya luas pengungkapan mungkin akan berbeda
beda pada setiap perusahaan perbankan.

Peran Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dewan Komisaris dan Komite Audit
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Menurut Organization For Economic Co — operation and Develompment
(OECD) (1999) Tata Kelola Perusahaan merupakan serangkaian hubungan dewan
perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, selain itu tata Kelola
juga merupakan struktur dimana tujuan perusahaan ditetapkan, cara mencapainya serta
monitoring kerja. Cadbury (1999) menjelaskan tata Kelola perusahaan merupakan
kesimbangan antara tujuan ekonomi sosial, serta tujuan secara individu maupun
kelompok yang telah diselearaskan secara bersama. (Mallin, 2019) menjelaskan tata
kelola perusahaan sebagai suatu system yang berhubungan dengan pengelolaan dan
controlling.

Dewan komisaris merupakan salah satu dari mekanisme tata Kelola perusahaan
yang berperan dalam mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat oleh Direksi serta
mengawasi jalannya operasional perusahaan, memberikan arahan strategis, serta
memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan kepatuhan terhadap hukum dan
regulasi yang berlaku.(Keping, 2018). Komite audit merupakan bagian dari tata Kelola
perusahaan yang berperan penting dalam pengawasan independent terkait pelaporan
keuangan serta penilaian dan pengendalian risiko (Voicu, 2001). Di Indonesia peraturan
mengenai jumlah keberadaan dewan komisaris dan komite audit diatur pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan
Perbanakn Umum, berdasarkan aturan ini pada pasal 23 dijelaskan bahwa perbankan
wajib memiliki minila 3 anggota dewan komisaris lalu berdasarkan pasal 41 dijelaskan
bahwa minimal anggota komite audit yang dimilika perusahaan adalah 3 anggota.

Dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi standar akuntansi keuangan
keberadaan dewan komisaris dan komite audit sangat berperan penting dalam
memastikan penerapan praktik akuntansi telah semestinya, salah satunya adalah
pengungkapan risiko keuangan yang diatur oleh ketentuan standar akuntansi yang di
gunakan oleh setiap negara. Berdasarkan hasil riset (Al Maghzom et al., 2016; Bufarwa
et al., 2020; Murayr, 2023) secara empiris penelitiannya membuktikan bahwa
mekanisme tata kelola perusahaan, komite audit, ukuran dewan komisaris merupakan
determintant utama praktik pengungkapan risiko keuangan pada perusahaan perbankan
di Negara Arab Saudi dan London

Pengembangan hipotesis

Perbankan merupakan perusahaan yang memiliki komposisi aset keuangan yang
mendominasi sehingga terdapat risiko — risiko keuangan yang perlu di ungkapkan
kepada pihak berkepentingan (Agénor, 2024). Agensi teori jansen and meckling (1976)
menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki akses lebih terhadap informasi
mengenai perusahaan atau hal ini disebut sebagai asimetri infromasi. Untuk
mengantisipasi dampak asimetri maka diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat
melalui tata Kelola perusahaan melalui keberadaan dewan komisaris dan komite audit
akan memperkuat pengawasan dan memonitoring perilaku manajerial terutama
mengenai kepatuhan penerapan standar akunatnsi keuangan oleh manajerial terkait
pengungkapan risiko keuangan yang terkandung di instrument keuangan perbankan. Hal

Jurnal Fidusia VVolume 8 No 1 — April 2025| 6



ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh (Al Maghzom et al., 2016; Bufarwa et al.,
2020; Murayr, 2023) menejlaskan tata kelola perusahaan yang baik, melalui peran
komite eksekutif, dewan komisaris dan komite audit berperan penting dalam
memastikan bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara transparan dan sesuai standar
yang berlaku. Berdasarkan teori serta konsep serta temuan penelitian selanjutnya maka
di susunlah hipotesis

H: Keberadaan dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
pengungkapan risiko intrumen keuangan perbankan

H?: Keberadaan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
pengungkapan risiko intrumen keuangan perbankan

I1l. METODE PENELITIAN
Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini masih menggunakan industry jasa keuangan perbankan. Dipilihnya
sektor perbankan karena sektor ini memiliki komposisi aset keuangan terutama
intrumen keuangan yang besar di komponen assetnya sehingga rentan mengalami risiko
keuangan (Agénor, 2024). Penelitian ini menggunakan 46 perusahaan perbankan umum
non syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan
data — data keuangan yang diambil atau berasal dari annual report masing — masing
perusahaan sampel yang diakses dan diperoleh langsung dari website perusahaan atau
IDX Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan selama 3 tahun yaitu 2021, 2022, 2023

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua (2) variabel Independen yaitu Dewan Komisaris
(Decom) dan Komite Audit (AuditCom). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu
(DSCORE) pengungkapan risiko instrumen keuangan. Penelitian ini menggunakan dua
variabel control yaitu; ukuran perusahaan (Ln Asset) dan struktur modal (Leverage)

Mengukur Pengungkapan Risiko Keuangan Instrumen Keuangan (DSCORE)

Penelitian menggunakan indeks skor pengungkapan risiko yang telah
dikembangkan sebelumnya oleh Thai & Birt (2019) dan Menezes et al (2023) yang
disesuaikan dengan item pengungkapan standar akuntansi Indonesia PSAK 107
menganai pengungkapan instrument keuangan. Berdasarkan index disclosure yang
dikembangkan melalui item pengungapan yang diatur pada PSAK 107 maka terdapat 5
risiko pengungkapan dimana total dari masing — masing risiko pengungkan sebanyak 26
item yang diungkapkan secara kuantitaif maupun kualitatif. Berdasarkan index
pengungkapan yang telah disusun tersebut berikut rumus perhitungan index
pengungkapan berdasarkan item pengungkapan yang ada :
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Jumlah Item yang diungkapkan

Dscore =

26 item

Pengukuran variabel Dewan Komisaris dan Komite Audit

Mengacu pada penelitian (Al Maghzom et al., 2016; Bufarwa et al., 2020;
Murayr, 2023) dewan komisaris dan komite audit pada penelitian ini diukur berdasarkan
jumlah dari dewan komisaris serta komite audit yang bertugas di perusahaan

Pengukuran variabel control ukuran perusahaan dan struktur modal

Mengacu pada penelitian Hemrit & Belgacem (2024) variabel kontrol ukuran
perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui Logaritma natural asset (LnAsset).
variabel kontrol struktur modal pada penelitian ini mengacu pada Rahman (2024)
diukur dengan rasio Leverage

Metode Analisis

Untuk menganalisis hasil penelitian, digunakan analisis statistika deskriptif rata-
rata, nilai maksimum dan minimum untuk mengetahui gambaran atau deskripsi dari
kondisi pengungkapan risiko keuangan, jumlah komite audit dan dewan komisaris serta
ukuran dan struktur modal pada 46 perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membuktikan pertanyaan penelitian
serta hipotesis dengan data cross section dengan persamaan sebagai berikut:

DScorejt = Bo + B1Decom;; + B2AuditCom;; + BsLnAsset;; + BsLeverageti: +eit

Keterangan :

DScorej; = index pengungkapan risiko instrument keuangan pada tahun
pengamatan

B1Decomi; = Jumlah dewan komisaris pada tahun pengamatan

B2AuditCom;; - Jumlah komite audit pada tahun pengamatan
BsLnAsseti  =jumah logaritma natural asset pada tahun pengamatan
BsLeverageti; - Rasio Leverage pada tahun pengamatan

Eit = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistika Deskriptif

Variabel Rata — Rata Min Max
DSCORE 82 69 97
Dekom (X1) 5 anggota 3 anggota 7 anggota
AuditCom (X2) 4 anggota 3 anggota 5 anggota
Ln Asset (control 1) 5,48 0,45 35,21
Leverage (control 2) 8,4 kali 6,2 kali 12,45 kali
N 138
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Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil pada tabel dua di atas terlihat bahwa Dscore) 46 perusahaan
Perbankan umum di indonesia selama tahun 2021 hingga 2023 yaitu sebesar 82%
dengan Tingkat pengungkapan tertinggi 97 % dan terendah pada Tingkat 69 %.
besarnya rata — rata logaritma Asset dari 46 perusahaan perbankan selama periode tahun
2021 hingga 2023 yaitu sebesar 5,48 dengan nilai logaritma asset tertinggi 35,21 dan
terendah pada Tingkat 0,45. Besarnya rasio leverage 46 perusahaan perbankan
Indonesia berkisar pada rata — rata 8,4 kali dengan rasio tertinggi sebesar 12,45 kali dan
terendah pada 6,2 kali. Berdasarkan pada nilai komposisi anggota komite audit rata —
rata anggota komite audit 46 perbankan konvesnional selama tahun 2021 hingga 2023
sebanyak 3,5 atau dibulatkan 4 orang dengan jumlah terbanyak 5 orang dan paling
sedikit 3 orang. Demikian juga dengan jumlah dewan komisaris, rata — rata dewan
komisaris sebanyak 5,2 atau 5 orang dengan jumlah terbanyak 7 orang dan paling
sedikit 3 orang.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Uji Asumsi Klasik Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas data Jarque- Bera Test

Test of Normality
Jarque Bera Statistic df Sig
Residuals 1,034 2 0,596

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas data melalui Jarque — Bera Test terlihat bahwa
nilai p value signifikansi sebesar 0,596 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
tidak terdapat perbedaan atas distribusi data dengan demikian data terdistribusi secara
normal

Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variance Inflation Factor — VIF

Variabel VIF
Const 36,72
Ln Asset 1.042
Leverage 1.021
AuditCom 1.052
Dekom 1.031

Sumber : data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinieraitas melalui Variance Inflation Factor (VIF)
terlihat bahwa nilai VIF yang dihasilkan ketiga variabel tersebut berada di bawah atau
lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas
atau
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Uji Asumsi Klasik Heterogastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan Test)

Model Sum of Square df Mean Square F Sig
Regression 4,438 3 1513 1,301 0,178
Residual 43, 544 44 0,988

Sumber : data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedasstisitas melalui Breusch-Pagan Test terlihat
bahwa nilai p value signifikansi sebesar 0,178 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa varians residual berada dalam kondisi dengan demikian maka tidak
ada gejala heteroskedasstisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)

Model Std. Error Durbin Watson

1 1,132 2,382

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi melalui Durbin Watson Test terlihat bahwa
Durbin watson sebesar 2,382 berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 atau dekat dengan 2 maka
ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam residual, maka
hasil test ini menunjukan tidak ada gejala autokorelasi

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Uji t

Variabel Coeficient (B) Nilai t P — Value (Sig)
Dekom (X1) 0,0076 3,987 0,029
AuditCom (X2) 0,4468 8,964 0,000
Ln Asset (control 1) 4,2371 0,838 0,406
Leverage (control 2) 1,8123 7,483 0,000

Dependent Variabel : DSCORE

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas, variabel tata kelola perusahaan jumlah dewan
komisaris (Dekom) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (DSCORE) yang
dibuktikan melalui nilai p-value 0,029 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan nilai
coefisent menunjukan pengaruh yang positif sebesar 0,0076. Hasil ini menunjukan
bahwa hipotesis 1 (H1) dinyatakan diterima. Variabel tata Kelola perusahaan jumlah
komite audit (AuditCom) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (DSCORE) yang
dibuktikan melalui nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan nilai
coefisent menunjukan pengaruh yang positif sebesar 0,4468. Hasil ini menunjukan
bahwa hipotesis 2 (H2) dinyatakan diterima.
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Hasil pengujian variabel control.Variabel ukuran perusahaan (LnAsset) terbukti
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi risiko
keuangan atas instrument keuangan (DSCORE) yang dibuktikan melalui nilai p-value
0,406 lebih besar dari 0,05 meskipun coefficient menunjukan arah yang positive 4,2371.
Variabel struktur modal (Leverage) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (DSCORE)
yang dibuktikan melalui nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan
nilai coefisent menunjukan pengaruh yang positif sebesar 1,8123.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui statistika deskriptif terlihat bahwa rata —
rata pengungkapan risiko keuangan perusahaan perbankan umum di Indonesia masuk
dalam kategori skor tinggi dengan rata — rata skor 82, hal ini jika mengacu pada nilai
skor pengungkapan yang berkisar 0 sampai 100. Berdasarkan mekanisme tata Kelola
perusahaan jumlah minimal dewan komisaris di Indonesia yaitu sebesar 3 anggota, dan
rata — rata berjumlah 5 orang melebihi jumlah minimum, hal sama juga pada jumlah
komite audit yang rata — ratanya telah melebihi jumlah minimum yaitu 3 anggota hal ini
mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 tahun 2016 tentang Tata
Kelola Perusahaan Perbanakn Umum sesuai dengan pasal 23 tentang jumlah komisaris
dan pasal 41 tentang jumlah komite audit. Berdasarkan hasil statitsika deskriptif dapat
dibuat kesimpulan awal bahwa perbankan umum di Indonesia memiliki kepatuhan tata
Kelola perusahaan dan pengungkapan risiko keuangan yang telah melebihi standar
regulasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis telah terbukti bahwa mekanisme tata
Kelola perusahaan keberadaan dewan komisaris dan komite audit terbukti memiliki
pengaruh signifikan yang positif terhadap pengungkapan risiko keuangan pada
instrument keuangan perbankan umum di Indonesia. Hasil ini menunjukan bahwa
semakin besar jumlah dewan komisaris dan komite audit menyebabkan semakin
besarnya Tingkat index pengungkapan risiko berdasarkan standar akuntansi keuangan
(PSAK 107) dengan demikian mekanisme tata Kelola melalui keberadaan dewan
komisaris dan komite audit, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan manajemen
perbankan Indonesia dalam mematuhi PSAK 107 untuk mengungkapkan informasi
risiko keuangan secara transparan yang dibuktikan dengan tingginya index skor
pengungkapan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsep peran dan fungsi dewan komisaris
dan komite audit sebagai pengawas dan juga fungsi control perusahaan terutama
kepatuhan terhadap regulasi yang melekat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan oleh Al Maghzom et al., (2016) Bufarwa et al. (2020)
dan Murayr (2023) menejlaskan tata kelola perusahaan yang baik, melalui peran komite
eksekutif, dewan komisaris dan komite audit berperan penting dalam memastikan
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bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang
berlaku

V. KESIMPULAN

Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris
dan komite audit dapat memengaruhi secara signifikan Tingkat pengungkapan risiko
keuangan pada instrument keuangan pada perbankan umum di Indonesia sehingga dapat
disimpulkan peran pengawasan komite audit dan dewan komisaris mampu memperkuat
kepatuhan manajemen terhadap ketetapan standar akuntansi menurut PSAK yang
berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa keterbasan dalam penelitian ini yaitu terkait
metodelogi pengukuran index pengungkapan risiko keuangan atas instrument keuangan
yang mungkin mengandung bias kesalahan, karena pengukuran variabel ini
menggunakan konten analisis yang di bentuk dan diukur berdasarkan ketelitian dan
subjektifitas peneliti dalam memahami standar acuan dalam hal ini PSAK 107. Saran
untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih
mendalam dampak mekanisme tata Kelola perusahaan komite audit dan dewan
komisaris dengan mengesplorasi karakteristik personal, selain itu penelitian selanjutnya
dapat menguji secara empiris pada sektor perusahaan yang berbeda.
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